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Abstract. The growth of information technology-based lending services or peer-to-peer (P2P) lending in Indonesia 

has provided a financing alternative for the public while simultaneously offering investors opportunities to deploy 

their capital. Although P2P lending offers various advantages, investors remain exposed to significant risks, 

particularly the possibility of financial losses arising from unsuccessful financing activities or unlawful conduct 

committed by platform operators or other related parties. The implementation of P2P lending creates a legal 

relationship involving three main parties, namely the platform operator, the borrower, and the investor. Each party 

is bound by rights and obligations derived from applicable laws as well as contractual agreements entered into by the 

parties. Based on these circumstances, this research focuses on examining the civil liability of directors of P2P lending 

platform companies when unlawful acts result in financial losses for investors. The study also explores the legal 

relationships formed among the parties participating in P2P lending transactions and analyzes the legal grounds on 

which directors may be held civilly responsible for investor losses. This research adopts a normative legal research 

method using a statutory approach. The analysis is based primarily on the Civil Code, Law Number 40 of 2007 on 

Limited Liability Companies, and Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 10/POJK.05/2022 

concerning Information Technology-Based Funding Services. Secondary legal materials consist of scientific articles 

obtained through a Google Scholar search using the keywords "Digital Startups in the Event of Unlawful Acts." The 

results of this study indicate that there are three legal relationships in P2P lending that place providers in a strategic 

position to manage risk. Organizers and directors can be held  civilly liable if negligence is proven to meet the 

requirements of Article 1365 of the Civil Code. To improve investor protection, this study recommends strengthening 

the accountability and governance of organizers. 
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Abstrak. Perkembangan layanan pinjaman berbasis teknologi informasi atau peer-to-peer (P2P) lending di Indonesia 

telah memberikan alternatif pembiayaan bagi masyarakat sekaligus membuka kesempatan bagi investor untuk 

menanamkan dananya. Meskipun demikian, di balik berbagai manfaat tersebut terdapat risiko yang harus ditanggung 

investor, terutama kemungkinan terjadinya kerugian akibat kegagalan pendanaan maupun perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan oleh pihak penyelenggara atau pihak terkait . Penyelenggaraan layanan P2P lending 

melibatkan hubungan hukum yang mengikat antara penyelenggara platform, penerima pendanaan, dan investor. 

Hubungan tersebut menimbulkan hak serta kewajiban bagi masing -masing pihak yang bersumber dari ketentuan 

peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian. Berangkat dari kondisi 

tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dibebankan 

kepada direksi penyelenggara P2P lending apabila terjadi perbuata n melawan hukum yang menyebabkan timbulnya 

kerugian di pihak investor. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bentuk hubungan hukum yang terjalin di antara 

para pihak dalam penyelenggaraan P2P lending serta mengkaji dasar pertanggungjawaban perdata direksi terhadap 

kerugian yang dialami investor. Isu utama penelitian ini menganalisis apakah hubungan hukum antara  platform P2P 

lending, perusahaan penerima pendanaan dan investor serta pertanggung jawaban perdata. Metodologi penelitian 

yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dengan bahan hukum primer 

berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, POJK 

No.10/POJK.05/ 2022 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi. Bahan hukum sekunder berupa 

artikel-artikel ilmiah yang diperoleh melalui penelusuran Google Scholar dengan menggunakan kata kunci “Startup 

Digital dalam hal terjadinya oerbuatan melawan hukum”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga 

hubungan hukum dalam pinjaman P2P yang menempatkan penyedia pada posisi strategis untuk mengelola risiko 

Penyelenggara dan direktur dapat dimintai pertanggung jawaban perdata  jika kelalaian terbukti memenuhi 

persyaratan Pasal 1365 Kitab Undang-Undangf Hukum Perdata. Untuk meningkatkan perlindungan investor, studi 

ini menyarankan penguatan akuntabilitas dan tata kelola penyelenggara.  

Kata Kunci – P2P Lending ; Perbuatan Melawan Hukum ; Pertanggung Jawaban Direksi
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I. PENDAHULUAN  

 Perkembangan teknologi finansial (financial technology atau fintech) di Indonesia dalam beberapa tahun 

terakhir telah menimbulkan transformasi signifikan terhadap cara pembiayaan dan investasi dilakukan. Pinjaman antar 

individu (peer-to-peer lending/P2P), sebuah sistem digital yang menghubungkan investor dengan menyediakan dana 

peminjam tanpa memperlukan perantara perbankan tradisional, adalah salah satu contoh inovasi yang paling terkenal. 
Pinjaman antar individu (peer-to-peer lending) mempermudah dan mempercepat usaha kecil dan menengah untuk 

mendapatkan pembiayaan, dan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi bagi investor dibandingkan 

instrumen keuangan tradisional. Tren ini ditandai dengan peningkatan jumlah penyelenggara fintech P2P lending dan 

pertumbuhan nilai pembiayaan digital di Indonesia, meskipun statistik rinci nasional menunjukkan bahwa tingkat 

wanprestasi di sektor ini kerap mengalami fluktuasi dan tekanan sesuai kondisi ekonomi makro.[1] 

 Fenomena dugaan perbuatan melawan hukum tersebut tercermin dalam berbagai kasus yang mendapat 

perhatian publik dan regulator, salah satunya adalah kasus PT Investree Radhika Jaya (Investree), sebagai salah satu 

pionir penyelenggara P2P lending di Indonesia . Sejumlah investor dilaporkan mengalami keterlambatan 

pengembalian dana dalam jangka waktu yang panjang dan ketidakjelasan penyelesaian kewajiban pembayaran, 

sehingga menimbulkan dugaan adanya kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan platform. Kondisi ini mendorong 

sebagian investor menempuh upaya hukum dengan mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan 

oleh penyelenggara, bukan semata -mata kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya.[2] 

 Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kerugian investor dalam P2P lending tidak selalu dapat dipahami 

secara sederhana sebagai hubungan wanprestasi kontraktual antara kreditur dan debitur. Dalam banyak kasus, 

kerugian tersebut justru berkaitan erat denga n tindakan atau kelalaian penyelenggara platform yang melanggar 

kewajiban hukum dan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha jasa keuangan berbasis teknologi informasi. 

Dengan demikian, pendekatan hukum perbuatan melawan hukum menjadi relevan untuk me nilai tanggung jawab 

penyelenggara platform, khususnya ketika tindakan atau kelalaian tersebut berada di luar atau melampaui ketentuan 

kontraktual yang disepakati.[3] 

 Untuk memahami persoalan tersebut secara utuh, penting untuk menelaah konstruksi hubungan hukum dalam 

ekosistem P2P lending. Dalam mekanisme pendanaan berbasis teknologi finansial ini, hubungan hukum yang 

terbentuk bersifat tripartit, melibatkan penyelenggara platform, perusahaan penerima pendanaan sebagai peminjam, 

dan investor sebagai pemberi dana. Ketiga pihak tersebut terikat melalui serangkaian perjanjian elektronik yang berdiri 

sendiri namun saling berkaitan, sehingga tindakan atau kelalaian salah satu pihak dapat menimbulkan dampak hukum 

terhadap pihak lainnya. 

 Investor berkedudukan sebagai subjek hukum perdata yang memberikan dana dan berhak memperoleh 

pengembalian pokok serta imbal hasil. Penyelenggara platform P2P lending berkedudukan sebagai penyedia sistem 

elektronik dan penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi yang memiliki kewajiban hukum untuk 

menjalankan prinsip transparansi, kehati-hatian, serta perlindungan konsumen. Sementara itu, perusahaan penerima 

pendanaan berkedudukan sebagai debitur yang wajib mengembalikan dana sesuai dengan kesepakatan. Dalam konteks 

ini, kelalaian penyelenggara platform dalam menjalankan kewajiban hukumnya dapat menimbulkan tanggung jawab 

berdasarkan rezim perbuatan melawan hukum, terlepas dari adanya klausul pembagian risiko dalam perjanjian 

elektronik. [4] 

 Konstruksi hubungan hukum yang bersifat tripartit tersebut menegaskan bahwa potensi perbuatan melawan 

hukum dalam P2P lending tidak hanya berasal dari kegagalan pembayaran oleh peminjam, tetapi juga dari tindakan 

atau kelalaian penyelenggara platform dalam pengelolaan risiko dan perlindungan investor. Hal ini menjadi semakin 

relevan ketika dikaitkan dengan tanggung jawab direksi sebagai organ perseroan yang memiliki kewenangan dan 

tanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan. Direksi wajib menjalankan pengurusan dengan itikad baik, kehati-

hatian, dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang layanan pendanaan  

 Oleh karena itu, kajian mengenai perbuatan melawan hukum dalam P2P lending menjadi penting untuk 

menilai sejauh mana tindakan atau kelalaian penyelenggara platform, khususnya direksi, dapat dimintakan 

pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang dialami investor. Karakteristik P2P lending yang berbasis teknologi 

dan kontrak elektronik menuntut pengembangan analisis hukum yang tidak hanya bertumpu pada hukum perjanjian, 

tetapi juga pada prinsip tanggung jawab perdata di luar kontrak dalam rangka perlindunga n investor dan penguatan 

tata kelola fintech di Indonesia . [5]                 

 Mengingat masalah tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pertanggungjawaban 

direksi startup digital dapat diukur ketika terjadi wanprestasi terhadap investor. Di satu sisi, perjanjian kontraktual 

digital memberikan kerangka hukum pengembalian da na kepada investor; di sisi lain, tanggung jawab direksi sebagai 

pengelola perusahaan yang tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) serta peraturan 

OJK terkait layanan pendanaan berbasis teknologi informasi juga harus dievaluasi. Penelitian terdahulu memiliki 
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keterbatasan dalam menghubungkan struktur pertanggungjawaban direksi dengan implementasi kontrak pendanaan 

elektronik khusus di sektor fintech, sehingga penelitian ini menjanjikan nilai kebaruan dalam menjembatani 

pemahaman antara hukum kontrak digital dan prinsip tata kelola perusahaan di era ekonomi digital.[6] 

 Dengan demikian, dalam uraian latar belakang, perumusan masalah penelitian dalam studi ini adalah apakah 

direktur penyedia pinjaman peer-to-peer (P2P) dapat dimintai pertanggungjawaban perdata ketika perusahaan 

melakukan tindakan ilegal yang menyebabkan kerugian bagi investor. Kompleksitas hubungan hukum tripartit antara 

investor, penyedia platform, dan penerima dana, serta peran strategis yang dimainkan direktur dalam mengelola dan 

mengawasi penyedia pinjaman P2P, membuat perumusan masalah ini menjadi jela s. Penelitian ini mengkaji 

keterkaitan antara hukum korporasi, hukum perdata, dan ketentuan yang mengatur layanan pendanaan berbasis 

teknologi informasi untuk memperoleh landasan hukum mengenai pertanggungjawaban perdata direksi penyelenggara 

P2P lending ketika terjadi perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi investor. Hasil penelitian 

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum korporasi dan hukum perdata, 

khususnya mengenai ruang lingkup tanggung jawab direksi dalam penyelenggaraan layanan fintech yang tidak hanya 

terbatas pada hubungan kontraktual. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi regulator, 

penyelenggara P2P lending, dan investor dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi in vestor serta mendorong 

penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam penyelenggaraan layanan P2P lending di Indonesia.  

 

II. METODE 

 Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yatu dengan menelaah peraturan perundang-undangan 

sebagai dasar utama analisis. Pendekata n yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). 

Bahan hukum primer yang dikaji adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK No.10/POJK.05/ 2022 tentang Layanan Pendanaan 

Bersama Berbabis Teknologi Informasi, Bahan hukum sekunder yang dikaji dalam penelitian ini terdiri atas artikel-

artikel ilmiah yang diperoleh melalui penelusuran di Google Scholar, dengan menggunakan kata  kunci; “Startup 

Digital dalam hal terjadinya Perbuatan Melawan Hukum”. 

 Analisis peraturan perundang-undangan tersebut menggunakan penafsiran sistematis untuk melihat 

hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam sistem hukum indonesia dengan menggunakan UU 

tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK No.10/POJK .05/ 2022. Selain itu, 

penelitian ini menggunakan metode analisis deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari kaidah hukum yang 

bersifat umum ke dalam penerapannya padfa permasalahan hukum yang bersifat khusus terkait pertanggung jawaban 

perdata direksi penyelenggara P2P lending dalam terjadinya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian 

bagi investor.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Status Hubungan Hukum Para Pihak Penyelenggaraan P2P Lending  

 Ketika layanan pendanaan berbasis teknologi informasi ditawarkan melalui mekanisme pinjaman antar-pihak 

(peer-to-peer/P2P), struktur hubungan hukum yang berbeda terbentuk dari pola pembiayaan konvensional. Dengan 

inv estor bertindak sebagai pemberi pinjaman, bisnis yang menerima dana bertindak sebagai peminjam, dan penyedia 

platform bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan sistem elektronik, pinjaman antar-pihak menyediakan 

struktur hubungan hukum tiga pihak. Sistem perbankan, di sisi lain, menggunakan bank sebagai perantara utama. 

Struktur ini menciptakan hubungan hukum yang terpisah namun saling terkait dalam serangkaian transaksi 

pembiayaan digital.[7] 

 Investor dalam skema pinjaman antar-perorangan dianggap sebagai subjek hukum perdata yang 

menggunakan platform untuk menyetorkan uang mereka dengan harapan mendapatkan pokok dan bunga. Perjanjian 

pendanaan elektronik yang disepakati secara digital dan perjanjian penggunaan platform menetapkan hubungan 

hukum antara penyedia platform dan investor. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, penyelenggara 

berkewajiban memastikan tersedianya sistem elektronik yang dapat beroperasi secara aman, andal, dan sesu ai dengan 

prinsip transparansi. Selain itu, penyelenggara wajib memberikan informasi yang jelas dan memadai kepada investor, 

antara lain mengenai risiko yang melekat pada pendanaan, identitas serta profil penerima dana, dan tata cara pelunasan 

atau pengembalian pinjaman. Dalam hubungan hukum tersebut, peran penyelenggara pada dasarnya hanya sebatas 

sebagai penyedia sekaligus pengelola platform pendanaan berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi pertemuan 

antara pihak pemberi dana dengan pihak yang mem butuhkan pendanaan. Dengan demikian, penyelenggara tidak 

bertindak sebagai pihak yang menyalurkan pinjaman maupun sebagai kreditur dalam transaksi tersebut.            
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 Hubungan hukum antara investor dengan perusahaan penerima pendanaan pada dasarnya merupakan suatu 

hubungan pembiayaan yang berlangsung secara tidak langsung. Dalam hubungan tersebut, investor tidak menyalurkan 

dananya secara langsung kepada perusahaan, melainkan melalui penyelenggara platform sebagai perantara yang 

memfasilitasi proses pendanaan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Meskipun dana investor ditransfer 

ke peminjam, sistem elektronik platform memfasilitasi hubungan hukum ini yang dibua t oleh perjanjian pendanaan 

yang disusun dan diawasi oleh penyedia. Pada intinya, bisnis yang menerima pendanaan adalah pihak yang 

memperoleh keuntungan finansial dari uang investor dan bertanggung jawab untuk mengembalikannya sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. Akibatnya, meskipun tidak selalu dijelaskan dalam kontrak tradisional yang 

ditandatangani langsung oleh kedua belah pihak, hubungan hukum antara investor dan penerima pendanaan memiliki 

ciri-ciri pembiayaan.[8]  

 Hubungan hukum antara penyelenggara platform P2P lending dengan penerima pendanaan lahir dari 

perjanjian kerja sama layanan pendanaan yang mengikat kedua belah pihak. Melalui perjanjian tersebut, 

penyelenggara berkewajiban melaksanakan serangkaian proses, mulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen dan 

verifikasi data, penilaian kelayakan calon penerima dana, hingga penyampaian informasi yang diperlukan kepada 

calon pemberi dana. Selain itu, seluruh proses penyelenggaraan layanan harus dilaksanakan dengan me ngacu pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, tata 

kelola yang baik, dan manajemen risiko. Pelaksanaan kewajiban tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara 

memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kredibilitas, keamanan, dan keberlangsungan ekosistem 

pendanaan berbasis teknologi informasi.  

 Dalam struktur perseroan terbatas, direksi penyelenggara P2P lending merupakan organ perusahaan yang 

bertanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaan kegiatan usaha sehari-hari. Direksi memiliki kewenangan untuk 

menetapkan kebijakan operasional, membangun sistem pengendalian internal, mengelola berbagai risiko usaha, serta 

memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

regulasi di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, setiap keputusan dan tindakan direksi harus dilaksanakan dengan 

itikad baik, penuh tanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan perseroan dan para pihak yang menggunakan 

layanan P2P lending. Setiap tindakan dan kebijakan perusahaan secara hukum merupakan pembebasan dari keputusan 

manajemen sebagai manajer perusahaan, meskipun manajemen tidak memiliki hubungan kontraktual langsung dengan 

investor atau perusahaan penerima pendanaan.[9] 

 Para direktur dan penyedia pinjaman P2P memiliki hubungan hukum tidak langsung, tetapi hubungan ini 

memiliki implikasi hukum yang penting. Para direktur memilih dan mengawasi sistem, proses, dan mekanisme 

pengawasan yang diterapkan oleh penyedia platform  mereka bukanlah pihak dalam perjanjian pendanaan elektronik. 

Oleh karena itu, tidak mungkin untuk memisahkan peran dan tanggung jawab para direktur dari kekurangan sistemik, 

kelemahan tata kelola, atau kelalaian dari pihak penyedia dalam memenuhi kewajiban  hukumnya. 

 Struktur hubungan hukum tripartit ini menunjukkan bahwa pihak yang secara langsung menyebabkan 

kerugian bagi investor tidak selalu merupakan pihak yang bertanggung jawab secara hukum dalam pinjaman antar-

pihak (peer-to-peer lending). Penilaian tanggung jawab perdata yang lebih luas dimungkinkan oleh hubungan hukum 

yang rumit, termasuk potensi untuk meminta pertanggungjawaban direktur perusahaan penyelenggara jika terbukti 

bahwa kerugian investor disebabkan oleh kelalaian dalam manajemen dan pengawasan perusahaan. Untuk 

menganalisis tanggung jawab direktur pinjaman P2P dari perspektif hukum perdata, sangat penting untuk memiliki 

pemahaman yang menyeluruh tentang hubungan hukum para pihak.[10] 

 

                                                                               Peer To Peer                     

 Investor/Pemberi Dana/lender/Kreditur Perusahaan/borrower/peminjam/debitur 

 

 

                                 Perjanjian Pemberi Jasa                                          Pendanaan  

                                                                                     

                                                                Platform/Penyelenggara /Perantara  

 

 

                                Gambar 1. Skema Hubungan Hukum Tiga Pihak dalam P2P Lending     

 

 Struktur hubungan tiga pihak t terbentuk oleh hubungan hukum dalam implementasi pendanaan berbasis 

teknologi informasi melalui mekanisme pinjaman antar-pihak (peer-to-peer lending/P2P) dengan investor bertindak 

sebagai pemberi dana, platform pinjaman P2P bertindak sebagai penyedia sistem elektronik, dan penerima dana 

bertindak sebagai debitur. Hubungan hukum dalam penyelenggaraan P2P lending tidak terbentuk sebagai hubungan 

hukum yang bersifat langsung antara dua pihak, melainkan sebagai suatu sistem yang melibatkan beberapa pihak 
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dalam satu ekosistem keuangan digital yang saling berkaitan. Investor menempatkan dananya melalui platform 

berdasarkan perjanjian pendanaan yang dilakukan secara elektronik, sedangkan penyelenggara hanya bertindak 

sebagai pihak yang menyediakan sarana dan mempertemukan investor dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan. 

Dengan demikian, penyelenggara tidak berkedudukan sebagai pihak yang memberikan pinjaman. Di sisi lain, 

penerima pendanaan memperoleh akses terhadap dana melalui platform tersebut dengan kewa jiban untuk 

mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya sesuai dengan isi perjanjian dan ketentuan yang telah disepakati 

oleh para pihak.   

 Hubungan hukum antara investor dan penyelenggara P2P lending lahir melalui perjanjian penggunaan 

platform serta perjanjian pendanaan yang dilakukan secara elektronik. Dalam penyelenggaraan layanan pendanaan 

berbasis teknologi informasi, investor menempati posisi sebagai pengguna layanan yang menyalurkan dana kepada 

penerima pendanaan, sedangkan penyelenggara bertugas mengoperasikan dan mengelola platform yang 

mempertemukan para pihak. Walaupun penyelenggara tidak berkedudukan sebagai pihak yang memberikan p injaman 

ataupun menjamin pengembalian dana investor, peraturan perundang-undangan tetap membebankan sejumlah 

tanggung jawab kepadanya. Tanggung jawab tersebut mencakup penyediaan sistem elektronik yang aman, andal, dan 

berfungsi dengan baik, pelaksanaan proses seleksi serta verifikasi data secara cermat sesuai prinsip kehati-hatian, serta 

pemberian informasi yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami oleh setiap pengguna layanan.  Oleh karena itu, 

penyelenggara dituntut untuk menjalankan kegiatan usahanya seca ra profesional serta mematuhi seluruh ketentuan 

regulasi yang berlaku. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi atau terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum 

yang mengakibatkan kerugian bagi investor, maka penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan 

mekanisme hukum yang berlaku.  

 Hubungan hukum antara penerima pendanaan dengan penyelenggara P2P lending terbentuk berdasarkan 

perjanjian kerja sama pendanaan yang dilaksanakan melalui media elektronik. Dalam mekanisme P2P lending, 

penyelenggara tidak memiliki kedudukan sebagai pemberi pinjaman, tetapi berfungsi sebagai pihak yang 

mengoperasikan dan mengelola platform yang mempertemukan investor dengan penerima pendanaan. Dalam 

menjalankan fungsi tersebut, penyelenggara dibebani berbagai kewajiban, antara lain melakukan pemeriksaan dan 

verifikasi identitas calon penerima dana, menilai kemampuan serta kelayakan penerima pendanaan, mengelola data 

dan informasi yang berkaitan dengan transaksi pendanaan, mengawasi pelaksanaan kewajiban pembayaran oleh 

penerima dana, serta melakukan langkah-langkah penagihan apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau kegagalan 

memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Seluruh fungsi tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan 

layanan pendanaan berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk mendukung kelancaran dan keamanan transaksi 

bagi seluruh pihak yang terlibat. Mengembalikan pokok dan bunga sesuai kesepakatan adalah kewajiban peminjam. 

Kelalaian atau kesalahan dalam fungsi pengawasan dan manajemen platform dapat menjadi penyebab kegagalan 

peminjam untuk memenuhi kewajibannya jika platform gagal melakukannya seca ra bertanggung jawab dan cermat. 

 Sementara itu, melalui sistem elektronik platform, investor dan penerima dana memiliki hubungan piutang-

utang tidak langsung atau antar-pihak. Dalam penyelenggaraan P2P lending, investor pada umumnya tidak melakukan 

interaksi secara langsung dengan penerima pendanaan, baik pada tahap seleksi maupun selama pelaksanaan 

pendanaan. Seluruh proses tersebut dikelola oleh penyelenggara melalui sistem elektronik yang dimilikinya, sehingga 

penyelenggara memiliki posisi sentral dalam mengatur mekanisme layanan serta memastikan terpenuhinya 

perlindungan hukum bagi para pengguna. Walaupun hubungan hukum berupa utang-piutang pada dasarnya terbentuk 

antara investor sebagai pemberi dana dan penerima pendanaan sebagai pihak yang meminjam dana, kerugian yang 

dialami investor tidak selalu disebabkan oleh kegagalan penerima dana dalam memenuhi kewajibannya. Kerugian 

juga dapat timbul akibat lemahnya tata kelola penyelenggara, ketidakakuratan atau penyembunyian informasi, 

maupun gangguan pada sistem elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan. Dalam keadaan demikian, 

penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku.  

 Bahwa kerugian investor dalam skema pinjaman antar-pihak (peer-to-peer) tidak selalu disebabkan oleh 

gagal bayar debitur mengingat struktur hubungan hukum ini. Kerugian ini juga dapat disebabkan oleh tindakan ilegal 

platform, seperti kesalahan karena kelala ian atau pelanggaran hukum atau peraturan. Karena dewan direksi mengawasi 

platform sebagai organ bisnis, dalam beberapa keadaan dewan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata jika 

dapat dibuktikan bahwa kerugian investor disebabkan oleh kegagalan dewan untuk menegakkan tata kelola 

perusahaan yang baik dan praktik kehati-hatian yang diamanatkan oleh hukum untuk penyedia pinjaman P2P. 

 Penyelenggaraan P2P lending membentuk suatu hubungan hukum yang melibatkan tiga pihak, yaitu investor 

sebagai pemberi dana, penyelenggara platform, dan penerima pendanaan. Hubungan tersebut disusun berdasarkan 

mekanisme layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, di mana penyelenggara bertindak sebagai pengelola 

sistem elektronik yang mempertemukan kepentingan investor dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Oleh 

karena itu, penyelenggara tidak berkedudukan sebagai pihak yang memberikan pinjaman secara langsung. Meskipun 

demikian, peran penyelenggara memiliki arti yang sangat penting karena bertanggung jawab memastikan proses 

pendanaan berjalan sesuai ketentuan, termasuk melakukan seleksi terhadap calon penerima pendanaan serta 
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menyediakan informasi mengenai risiko investasi secara lengkap, benar, dan transparan kepada para pengguna 

layanan. Kedudukan tersebut menjadikan penyelenggara sebagai pihak yang memegang tanggung jawab besar dalam 

menjaga kepercayaan, keamanan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan layanan P2P lending. Oleh karena itu, 

kerugian investor dapat timbul dari wanprestasi dan kelalaian penerima dana, atau dari kegagalan tata kelola 

penyelenggara.  

 Dengan menggunakan struktur ini, jumlah pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam konteks 

tanggung jawab perdata dapat ditingkatkan. Jika dapat dibuktikan bahwa kerugian investor disebabkan oleh 

pengawasan manajemen atau ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip kehati-hatian dan ketentuan hukum yang 

relevan, penyedia platform dan bahkan manajemen perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban selain para 

debitur.   

B. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks P2P Lending Dan Kerugian Investor 

 Struktur hubungan hukum tiga pihak ini menunjukkan bahwa pihak yang secara langsung menyebabkan 

kerugian bagi investor tidak selalu merupakan pihak yang bertanggung jawab secara hukum dalam pinjaman P2P. 

Penilaian tanggung jawab perdata yang lebih luas dimungkinkan oleh hubungan hukum yang rumit, termasuk potensi 

untuk meminta pertanggungjawaban direktur perusahaan penyelenggara jika terbukti bahwa kerugian investor 

disebabkan oleh kelalaian dalam manajemen dan pengawasan perusahaan. Untuk menganalisis tanggung jawab 

direktur pinjaman P2P dari perspektif hukum perdata, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh 

tentang hubungan hukum para pihak.[11] 

 Tindakan yang melanggar hukum harus dipahami karena pinjaman P2P memiliki hubungan hukum tiga pihak 

dan semua transaksi terjadi melalui sistem elektronik di bawah kendali penyedia. Kerugian investor dapat terjadi 

akibat tindakan atau kelalaian penyedia dalam memenuhi kewajiban hukumnya, termasuk kebijakan dewan direksi, 

di samping kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Akibatnya, tanggung jawab setiap pihak harus 

dimasukkan dalam analisis PMH, termasuk tanggung jawab debitur, penyedia, dan dewan direksi yang merupakan 

badan pengatur perusahaan. 

 Perusahaan yang menerima pendanaan sebagai peminjam dapat berpartisipasi dalam aktivitas ilegal seperti 

memberikan informasi palsu atau menyesatkan, menyalahgunakan dana atau bertindak bertentangan dengan prinsip 

itikad baik. Tindakan ini jelas memenuhi persyaratan PMH karena melanggar kewajiban hukum umum untuk tidak 

merugikan orang lain. Namun dalam sistem pinjaman P2P, penyelenggara memiliki kendali penuh atas proses 

verifikasi dan seleksi penyajian informasi sehingga debitur bukan satu -satunya pihak yang bertanggung jawab.[12] 

 Sebagai perantara, penyedia platform tunduk pada kewajiban hukum yang timbul dari kontrak dengan 

peminjam dan investor. Klausul yang berkaitan dengan representasi risiko, transparansi informasi, dan sistem 

keamanan termasuk dalam perjanjian dengan investor. Berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan pemberi dana, 

penyelenggara memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi atas data penerima pendanaan, menilai kelayakan 

permohonan pembiayaan, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana selama proses p endanaan 

berlangsung. Seluruh kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara cermat, profesional, dan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. Apabila penyelenggara mengabaikan atau tidak menjalankan kewajiban tersebut sebagaimana 

mestinya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai 

pelanggaran terhadap isi perjanjian maupun sebagai perbuatan melawan hukum, sepanjang memenuhi unsur-unsur 

yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.  

 Perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan layanan P2P lending dapat diwujudkan dalam berbagai 

bentuk, salah satunya melalui kelalaian direksi dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Kelalaian tersebut dapat 

terlihat ketika kebijakan atau standar operasional yang disusun tidak memenuhi prinsip kehati-hatian, misalnya dengan 

menerapkan mekanisme penilaian kelayakan kredit yang kurang memadai atau tidak dilakukan secara optimal. 

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kemungkinan terjadinya pembiayaan berm asalah, sehingga dapat 

mengakibatkan kerugian bagi investor maupun pihak lain yang terlibat dalam penggunaan layanan pendanaan berbasis 

teknologi informasi. Kedua, kegagalan pengawasan yang terjadi ketika manajer tidak memastikan kebijakan 

diimplementasikan dengan benar. Ketiga, pengabaian terhadap aturan dan pedoman perlindungan konsumen. 

Penyalahgunaan wewenang untuk tujuan tertentu adalah yang keempat. Kega galan sistemik dalam manajemen dan 

desain sistem elektronik adalah yang kelima. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa PMH bersifat struktural, 

manajerial, dan individual dalam pinjaman P2P.  

 Menurut doktrin tersebut, tindakan melawan hukum mencakup perilaku aktif maupun pasif, seperti gagal 

mengambil tindakan yang diperlukan. Dalam hal ini, penyedia P2P terikat oleh prinsip kehati-hatian, peraturan 

perundang-undangan, dan perjanjian yang dibua t dengan para pihak. Persyaratan PMH yang diuraikan dalam Pasal 

1365 KUHP dapat terpenuhi jika kewajiban-kewajiban ini dilanggar dan menyebabkan kerugian. 

Komponen-komponen ini meliputi: (1) adanya tindakan ilegal seperti pelanggaran terhadap ketentuan kontrak 

peraturan OJK atau prinsip kepatutan (2) adanya kesalahan baik disengaja maupun lalai (3) adanya kerugian baik 

signifikan berupa uang yang hilang atau tidak signifikan berupa hilangnya kepercayaan dan (4) adanya hubungan 
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sebab akibat antara tindakan dan kerugian. Dalam hal ini, penting untuk ditekankan bahwa hubungan sebab akibat 

dapat disimpulkan tidak hanya dari tindakan langsung tetapi juga dari kebijakan atau kelalaian direksi yang 

mempengaruhi sistem operasional platform secara sistematis.[13] 

 Dalam konteks ini, dewan direksi, sebagai organ perusahaan, memikul tanggung jawab yang tak terpisahkan 

atas tindakan perusahaan. Keputusan mengenai sistem penilaian kredit, manajemen risiko, desain sistem elektronik, 

dan prosedur pengawasan merupakan bagian dari kebijakan strategis di bawah wewenang langsungnya. Oleh karena 

itu, jika kebijakan-kebijakan ini tidak efektif atau diimplementasikan dengan buruk, yang mengakibatkan kerugian 

bagi investor, dewan direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata , [14] 

 Pinjaman P2P merupakan aktivitas bisnis berbasis teknologi, sehingga pendekatan perilaku melanggar 

hukum masih berlaku. Keputusan tentang proses seleksi peminjam, algoritma penilaian risiko, desain sistem 

elektronik, dan prosedur pengawasan berada di bawah wewenang kebijakan manajerial dewan direksi. Akibatnya, 

baik perilaku peminjam individu maupun kelemahan sistemik yang disebabkan oleh manajemen perusahaan 

menunjukkan perilaku ilegal dalam pinjaman P2P. [15] 

 

Tabel 1. Bentuk – bentuk Perbuatan Melawan Hukum 

 

No Bentuk-Bentuk 

Perbuatan Melawan 

Hukum 

Url Arsip Uraian Perbuatan Kerugian Bagi 

Investor 

Kualifikasi 

PMH 

1.  Kelalaian dalam seleksi 

debitur  

https://perma.c

c/8X39-KH6Z  

Fintech tidak 

melakukan uji 

kelayakan, penilaian 

kelayakan dan resiko 

peminjam, pemeriksaan 

kelengkapan dan 

kebenaran peminjam 

secara memadai 

terhadap penerima 

pendanaan. 

Gagal bayar 

tinggi  

Kelalaian 

(policy 

negligence) 

2.  Informasi tidak 

transparan  

https://kumpar

an.com/kumpa

ranbisnis/26D

mJvQVTfN?ut

m_source=Des

ktop&utm_me

dium=copy-to-

clipboard&sha

reID=0hCD3a

kuyLp7  

Fintech menyajikan data 

risiko, tingkat 

pengembalian, atau 

profil debitur yang tidak 

sesuai fakta . 

Salah 

pengambilan 

keputusan  

Pelanggaran  

keterbukaan 

3.  Penyalahgunaan dana  https://perma.c

c/2YK3-9VQ3  

Dana digunakan tidak 

sesuai peruntukan, 

dicampur dengan dana 

operasional. 

Kehilangan 

dana 

Pelanggaran 

kepercayaan  

4.  Sistem tidak aman https://perma.c

c/4HTT-

GXXH  

Sistem elektronik tidak 

aman sehingga terjadi 

kebocoran data atau 

manipulasi transaksi. 

Kerugian 

finansial 

Kegagalan 

sistemik  

5.  Tidak ada  pengawasan https://perma.c

c/NH7B-E3E5  

Fintech tidak 

melakukan monitoring 

atau upaya penagihan 

terhadap debitur 

bermasalah. 

Kredit macet 

meningkat  

Kegagalan 

pengawasan   

6. Tidak ada  perlindungan 

hukum  

https://perma.c

c/J6ZA-KCK7  

Fintech tidak 

menyediakan 

mekanisme pengaduan 

penyelesaian sengketa . 

Tidak ada  

kepastian 

hukum 

Pelanggaran 

hak investor  

 

https://perma.cc/8X39-KH6Z
https://perma.cc/8X39-KH6Z
https://kumparan.com/kumparanbisnis/26DmJvQVTfN?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=0hCD3akuyLp7
https://kumparan.com/kumparanbisnis/26DmJvQVTfN?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=0hCD3akuyLp7
https://kumparan.com/kumparanbisnis/26DmJvQVTfN?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=0hCD3akuyLp7
https://kumparan.com/kumparanbisnis/26DmJvQVTfN?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=0hCD3akuyLp7
https://kumparan.com/kumparanbisnis/26DmJvQVTfN?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=0hCD3akuyLp7
https://kumparan.com/kumparanbisnis/26DmJvQVTfN?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=0hCD3akuyLp7
https://kumparan.com/kumparanbisnis/26DmJvQVTfN?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=0hCD3akuyLp7
https://kumparan.com/kumparanbisnis/26DmJvQVTfN?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=0hCD3akuyLp7
https://kumparan.com/kumparanbisnis/26DmJvQVTfN?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=0hCD3akuyLp7
https://kumparan.com/kumparanbisnis/26DmJvQVTfN?utm_source=Desktop&utm_medium=copy-to-clipboard&shareID=0hCD3akuyLp7
https://perma.cc/2YK3-9VQ3
https://perma.cc/2YK3-9VQ3
https://perma.cc/4HTT-GXXH
https://perma.cc/4HTT-GXXH
https://perma.cc/4HTT-GXXH
https://perma.cc/NH7B-E3E5
https://perma.cc/NH7B-E3E5
https://perma.cc/J6ZA-KCK7
https://perma.cc/J6ZA-KCK7
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 Bentuk-Bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam P2P Lending menunjukkan bahwa kerugian 

investor tidak selalu disebabkan oleh kegagalan peminjam semata, melainkan dapat timbul dari tindakan atau kelalaian 

penyelenggara platform dalam menjalankan kewajiban hukumnya. PMH dalam konteks P2P lending umumnya 

berbentuk kelalaian (perbuatan pasif), seperti tidak melakukan penilaian kelayakan peminjam secara memadai, tidak 

memeriksa data dan dokumen peminjam dengan cermat, serta tidak menyampaikan informasi risiko pendanaan secara 

lengkap dan seimbang kepada investor. Selain itu, PMH juga dapat terjadi akibat kelemahan sistem pengawasan dan 

manajemen risiko, termasuk pembiaran terhadap praktik operasional yang berpotensi merugikan investor. Dalam 

kondisi tersebut, penyelenggara dianggap melanggar kewajiban hukum untuk b ertindak hati-hati, transparan, dan 

melindungi kepentingan investor. Apabila kelalaian tersebut menimbulkan kerugian dan terdapat hubungan sebab 

akibat yang jelas, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW terpenuhi.           

Dengan demikian, tabel tersebut menegaskan bahwa PMH dalam P2P lending bersifat sistemik dan struktural, 

sehingga dapat menjadi dasar penilaian pertanggungjawaban perdata penyelenggara platform dan, dalam kondisi 

tertentu, direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan dan pengelolaan perusahaan .   
 Penyedia platform pinjaman P2P memiliki posisi hukum khusus karena mereka tidak bertindak sebagai 

pemberi pinjaman atau peminjam, tetapi tetap memiliki kendali utama atas seluruh proses pendanaan sesuai dengan 

pembahasan di subbab sebelumnya. Tingkat keamanan dan keandalan hubungan hukum antara para pihak sebagian 

besar ditentukan oleh kendali penyedia atas sistem elektronik, proses pemilihan data pengguna, dan alur transaksi. 

Meskipun penyedia tidak diwajibkan secara hukum untuk memastikan bahwa dana investor dikembalikan, kewajiban 

hukum mereka tidak dapat dibatasi hanya sebagai perantara teknis. Di setiap tingkatan proses pendanaan, penyedia 

diwajibkan oleh hukum untuk menghormati nilai-nilai kehati-hatian, keterbukaan, dan manajemen risiko.  Kerugian 

yang dialami investor sering kali dikaitkan dengan ketidakmampuan penerima pendanaan untuk memenuhi kewajiban 

pembayaran. Namun demikian, penyebab kerugian tersebut tidak selalu semata -mata berasal dari wanprestasi 

penerima dana. Kurangnya kehati-hatian atau kelalaian penyelenggara dalam melaksanakan kewajiban yang 

dibebankan kepadanya juga dapat menjadi faktor yang memperbesar risiko dalam penyelenggaraan layanan 

pendanaan berbasis teknologi informasi. Apabila kondisi tersebut terjadi, akibat yang ditimbulkan  tidak hanya 

berdampak pada kepentingan investor tertentu, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik serta memengaruhi 

keberlangsungan dan stabilitas ekosistem P2P lending secara menyeluruh .  
 Dengan demikian, kerugian yang dialami investor dalam penyelenggaraan P2P lending tidak dapat serta -

merta dipandang sebagai konsekuensi yang melekat pada risiko investasi. Apabila kerugian tersebut timbul karena 

penyelenggara tidak melaksanakan proses verifikasi secara cermat, menyampaikan informasi yang tidak benar atau 

menyesatkan, maupun lalai dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pendanaan, maka penyelenggara dapat 

dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kondisi tersebut, investor berhak 

mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui mekanisme hukum perdata, tanpa mengesampingkan kemungkinan 

dikenakannya sanksi administratif oleh otoritas pengawas apabila ditemukan pelanggaran terhadap regulasi.  
 Karakteristik penyelenggara P2P lending menunjukkan bahwa tanggung jawab hukumnya tidak dapat 

disamakan dengan perantara dalam transaksi konvensional. Hal ini disebabkan penyelenggara tidak hanya berfungsi 

mempertemukan pemberi dan penerima dana, tetapi juga mengelola sistem elektronik, melakukan seleksi terhadap 

calon penerima pendanaan, menyediakan informasi kepada pengguna, serta mengawasi jalannya proses pendanaan. 

Semakin besar kewenangan dan pengendalian yang dimiliki penyelenggara terhadap mekanisme pendanaan, semakin 

besar pula tanggung jawab hukum yang melekat apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran yang mengakibatkan 

kerugian bagi investor. 

C. Pertanggung Jawaban Perdata Direksi P2P Lending atas Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Investor 
 Di sektor jasa keuangan berbasis teknologi, persinggungan antara hukum perdata, hukum korporasi, dan 

peraturan menjadikan tanggung jawab perdata penyedia pinjaman P2P sebagai isu hukum yang kompleks. Penyedia 

P2P adalah organisasi korporasi yang sepenuhnya  bertanggung jawab untuk menjalankan perusahaan dan melakukan 

aktivitasnya sesuai dengan hukum Indonesia. Karena itu, peran dan tanggung jawab langsung penyedia pinjaman P2P 

sebagai manajer utama perusahaan secara hukum terkait erat dengan tindakan dan kelalaiannya.[16] 
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, para direktur diwajibkan 

untuk mengelola perusahaan dengan bijaksana, penuh tanggung jawab, dan itikad baik. Tanggung jawab tersebut 

merupakan perwujudan dari kewajiban fidusia yang mengharuskan direksi menjalankan tugasnya dengan itikad baik, 

penuh kehati-hatian, dan mengutamakan kepentingan perseroan, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak serta 

kepentingan pihak ketiga. Penerapan prinsip tersebut menjadi semakin penting dalam penyelenggaraan P2P lending 

karena karakteristik model bisnis ini berkaitan dengan pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat. Oleh karena 

itu, setiap keputusan dan tindakan direksi memiliki potensi menimbulkan risiko keuangan yang secara langsung dapat 

memengaruhi kepentingan investor.  
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 Secara teoritis, direktur dan investor atau peminjam tidak memiliki hubungan kontraktual langsung. 

Perjanjian antara platform dan investor, serta antara platform dan peminjam, menciptakan hubungan hukum yang ada. 

Direktur masih dapat dikenakan tanggung jawab perdata meskipun tidak ada perjanjian kontraktual formal. Hal ini 

disebabkan oleh fakta bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHP Indonesia, tanggung jawab perdata 

berdasarkan hukum Indonesia timbul dari tindakan melawan hukum dan pelanggaran k ontrak.  

 Dalam kasus ini, tanggung jawab dapat ditegakkan jika syarat -syarat untuk suatu tindakan melawan hukum 

adanya tindakan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat  terpenuhi. Kelalaian dalam 

melaksanakan tanggung jawab manajerial dan pengawasan juga dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana langsung. 

Jika seorang direktur mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang risiko yang dapat membahayakan investor 

tetapi tidak mengambil tindakan untuk menguranginya, mereka dapat dianggap lalai dan bertanggung jawab di 

pengadilan perdata .[17] 

 Beberapa variabel perilaku dapat digunakan untuk menganalisis akuntabilitas direksi dalam kerangka kerja 

yang lebih sistematis. Pertama adalah kelalaian kebijakan yang terjadi ketika direksi menetapkan kebijakan yang tidak 

memadai seperti sistem peringkat kredit ya ng buruk atau pedoman manajemen risiko yang tidak efisien. Kedua adalah 

kegagalan pengawasan yang terjadi ketika direksi tidak memastikan bahwa kebijakan perusahaan diterapkan secara 

konsisten. Ketiga adalah ketidakpatuhan terhadap peraturan yang terjadi ketika direksi mengabaikan pedoman 

perlindungan konsumen dan peraturan OJK. Keempat adalah penyalahgunaan wewenang yang terjadi ketika pejabat 

publik memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi atau mengizinkan tindakan yang merugikan inves tor. 

Kelima adalah kegagalan sistemik yang terjadi ketika kerugian timbul dari kekurangan dalam manajemen atau desain 

sistem elektronik.[18] 

 Kelima faktor ini menunjukkan bahwa tugas para direktur dalam pinjaman P2P bersifat struktural dan 

manajerial, bukan sekadar personal. Pada kenyataannya, para direktur memiliki kendali penuh atas kebijakan strategis 

seperti mekanisme pengawasan internal, sistem keamanan data, algoritma penilaian risiko, dan proses seleksi 

peminjam. Oleh karena itu, para direktur dapat dimintai pertanggungjawaban jika kebijakan-kebijakan ini tidak 

memadai atau dieksekusi dengan buruk sehingga memungkinkan tindakan ilegal oleh pihak lain.[19] 

 Kegagalan sistemik yang disebabkan oleh kebijakan manajerial sering kali tercakup dalam tanggung jawab 

perdata di industri teknologi menurut perkembangan hukum terkini. Kerugian investor dalam pinjaman P2P biasanya 

merupakan hasil dari sejumlah kekurangan sistemik dan kebijakan yang saling terkait, bukan tindakan individu 

tunggal. Oleh karena itu, kerumitan hubungan hukum dalam sistem pinjaman P2P tidak tercermin dengan membatasi 

tanggung jawab hanya pada pelaku langsung seperti debitur.[20] 

 Oleh karena itu, tanggung jawab perdata direktur dalam pinjaman P2P bersifat kontingen dan berbasis bukti. 

Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila terbukti bahwa kerugian yang dialami investor 

merupakan akibat dari tindakan atau kebijakan yang tidak dijalankan dengan kehati-hatian, lemahnya pengawasan 

terhadap operasional perusahaan, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian, maupun tidak dipenuhinya kewajiban 

yang bersumber dari perjanjian atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam keadaan demikian, tanggung 

jawab tidak hanya dibebankan kepada perseroan sebagai badan hukum, tet api juga dapat melekat pada direksi apabila 

terdapat hubungan kausal antara kesalahan dalam pengelolaan perusahaan dengan kerugian yang diderita investor. 

Dengan demikian, status perseroan sebagai badan hukum tidak serta -merta membebaskan direksi dari tanggung jawab 

perdata apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya dalam 

menjalankan fungsi pengurusan perusahaan.  

 Dalam hukum perseroan, direksi merupakan organ yang memiliki tanggung jawab untuk mengurus, 

mengelola, dan mewakili perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Wewenang yang dimiliki direksi tidak 

hanya berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis, tetapi juga mencakup pengelolaan aktivitas operasional 

perusahaan, pembentukan sistem pengawasan internal, serta penerapan manajemen risiko yang efektif guna menjaga 

kelangsungan usaha sekaligus memastikan bahwa seluruh kegiatan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, direktur bertanggung jawab atas setiap kekurangan tata 

kelola yang menyebabkan investor menderita kerugian. Tanggung jawab ini tidak hanya didasarkan pada keberadaan 

hubungan kontraktual langsung dengan investor, tetapi juga pada hubungan sebab akibat antara tindakan atau kelalaian 

direktur dan kerugian yang timbul. Oleh karena itu, dalam situasi tertentu, tanggung jawab pribadi direktur dapat 

ditegakkan untuk melindungi investor secara hukum dan mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik di 

sektor pinjaman P2P.[21] 

IV. SIMPULAN 

 Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa investor bertindak sebagai pemberi dana, 

penyelenggara platform sebagai pengelola dan penyedia sistem pendanaan elektronik, dan penerima dana sebagai 

debitur. Penyelenggara memegang posisi strategis dalam implementasi pinjaman P2P karena mereka memiliki ke ndali 

atas prosedur pemilihan sistem, penyampaian informasi, dan manajemen risiko. Dengan demikian, dalam beberapa 
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keadaan, kerugian investor bukan hanya risiko bisnis, tetapi juga dapat diakibatkan oleh tindakan ilegal seperti 

tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan perlindungan investor 

sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1365 KUHP. Akibatnya, direktur penyelenggara  sebagai organ perusahaan dapat 

dimintai pertanggungjawaban perdata meskipun mereka tidak memiliki hubungan kontraktual langsung dengan 

investor, asalkan ada bukti pelanggaran kewajiban fidusia dan hubungan sebab akibat antara kerugian yang diderita. 

Untuk mencapai perlindungan hukum yang lebih optimal dalam ekosistem pinjaman P2P di Indonesia, disarankan 

agar Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan pengawasan dan regulasi tata kelola pinjaman P2P dan manajemen risiko, 

penyelenggara meningkatkan implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan investor meningkatkan 

pengetahuan hukum mereka. 
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